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ABSTRAK

Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat (superioritas territorialis)
berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Kedaulatan atas wi-
layah laut harus diklaim terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan secara alami
wilayah laut tidak dapat dimiliki berdasarkan doktrin kepemilikan (posses-
sion) dan terdapat hak negara lain akan lintas (passage) yang dijamin oleh’ -
UNCLOS 1982. Secara tegas UNCLOS 1982 membagi wilayah laut dalam
zona-zona maritim yang memiliki doktrin/rezim hukum yang berbeda-beda,
Praktik yang telah dilakukan oleh negara-negara telah memperluas peren- °
caaan tata ruang laut wilayahnya sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif dan
landas kontinen. Sehingga kekuasaan negara dalam melakukan penataan
ruang wilayah laut tidak mempersyaratkan negara harus memiliki kedaulat-
an penuh seperti halnya di darat. Akan tetapi adanya perbedaan doktrin/
rezim hukum yang berlaku di suatu kawasan laut menjadikan wewenang ne- ‘
gara juga terbatas berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Seperti
pada zona-zona maritim yang tunduk pada hak khusus dan hak berdaulat .
(sovereign rights) yang diberikan oleh hukum internasional (bukan kedaulat-
an), wewenang penataan ruang negara pantai sangat terbatas. Bahkan pada
laut teritorial yang berada di bawah kedaulatan negara pantai masih adanya
pembatasan yakni hak lintas kapal asing.

Kata kunci: Hak Ulayat, Kedaulatan Negara, Lintas Batas, Penataan Ruang,
Zona Laut.

I. PENDAHULUAN

Konsep kedaulatan secara tradisional memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu
kelanggengan (permanence), tidak dapat dipisah-pisahkan (indisible), seba-
gai kekuasaan tertinggi (supreme), tidak terbatas dan lengkap (complete).!
Dengan kelanggengan dimaksudkan sifat kedaulatan itu abadi melekat

'F. Isjwara, 1992, Pengantar I[lmu Politik, Jakarta: Bina Cipta, h. 110.
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pada negara selama negara yang bersangkutan masih ada. Tidak dapat
dipisah-pisahkan menunjukkan bahwa kedaulatan tersebut bulat dan
tunggal serta tidak dapat dibagi-bagi. Kedaulatan merupakan kekuasaan
tertinggi dalam negara dalam arti bahwa tidak ada saingan kedaulatan
yang lain dalam negara tersebut. Kedaulatan tidak mengenal batas, ka-
rena membatasi kedaulatan akan berarti adanya pengakuan kedaulatan
lain yang lebih tinggi. Kedaulatan bersifat lengkap, sempurna, karena ti-
dak ada manusia dan organisasi yang dikecualikan dari kekuasaan yang
berdaulat.?

Perubahan mendasar dalam teori kedaulatan terjadi setelah adanya
Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648, di mana substansi perjanjian ini
memberikan kekuasaan internal (kekuasaan domestik pada negara untuk
mengurus segala sesuatu yang terjadi di wilayahnya) dan eksternal (kewe-
nangan negara untuk berhubungan dengan negara lain).? Sehingga secara
jelas Perjanjian Perdamaian Westphalia 1648 menegaskan bahwa kedau-
latan negara terlepas atau tidak tergantung pada kekuasaan lain.

II. PEMBAHASAN

1. Kedaulatan Negara dalam Hukum Internasional

Sumber hukum internasional tentang kedaulatan terdapat pada Pasal
1 Montevideo Convention on Rights and Duties of States, 27 Desember 1933
(selanjutnya disebut Konvensi Montevideo 1933)% yang menyatakan: “The
state as a person of international law should possess the following qualifica-
tions: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and
(d) capacity to enter into relations with the other states.” Sementara menurut
Oppenheim, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh entitas sebagai negara
yaitu ada penduduk (bertempat tinggal tetap), adanya wilayah yang tetap,
dan adanya pemerintah, serta pemerintah tersebut harus mempunyai ke-
daulatan.’

2 Ni'matul Huda, 2010, Ilmu Negara, Jakarta: Rajawali Pers, h. 171.

3 Mark W. Janis, dalam Douglas Howland & Luise White (Editors), 2009, The State of Sovereignty,
Territories, Laws, and Populations, Indianapolis: Indiana University Press, h. 3. ‘..the treaties of West-
phalia, enthroned and sanctified sovereigns, gave them power domestically and in dependence exter-
nally”

4 Konvensi Montevideo 1933 ditandatangani pada 26 Desember 1933.

° Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, International Law: A Treatise, New York: Longmans,
Green and Co.

206 |

KEDAULATAN NEGARA ATAS WILAYAH LAUT

Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. & Asih Indah Camelia, S.H.,, M.H.

Dari kedua kriteria tersebut, syarat agar suatu entitas dapat dikatakan
memenuhi syarat sebagai negara apabila: pertama, harus ada penduduk
yang tinggal secara permanen. Penduduk adalah sejumlah individu yang
hidup bersama sebagai suatu masyarakat. Penduduk yang dimaksud tidak
harus sama dalam segala hal, tetapi dapat terdiri dari berbagai ras, suku,
agama dan kepercayaan, atau warna kulit® Kedua, wilayah yang pasti,
tempat di mana penduduk berdiam secara permanen di wilayah tersebut.
Permanen (defined) dimaknai sebagai wilayah sendiri dan bukan wilayah
yang berbagi dengan negara lain, serta jelas keberadaannya.” Luasnya wi-
layah tidak menjadi persoalan, apakah negara tersebut menempati wila-
yah yang sangat luas ataukah wilayah yang sempit.®? Walaupun beberapa
penulis, Salmon, Gemma, Kelsen, dan Donati® tidak memandang wilayah
yang pasti sebagai yang utama dalam teori keberadaan negara, akan teta-
pi dalam praktik, wilayah merupakan unsur yang utama bagi keberadaan
negara. Ketiga, pemerintah. Fungsi pemerintah untuk mengatur kehidup-
an penduduk yang tinggal dalam wilayah yang pasti. Kelompok penduduk
atau masyarakat yang anarkhi bukanlah negara. Keempat, Konvensi Mon-
tevideo 1933 menyebut sebagai kemampuan untuk melakukan hubungan
dengan negara lain, sedangkan Oppenheim menyatakan syarat keempat
adalah pemerintah yang berdaulat. Menurut Starke, syarat terakhir ini
merupakan syarat terpenting dibanding yang lain.’® Kemampuan untuk
melakukan hubungan dengan negara lain atau pemerintah yang berdau-
lat, membedakan negara dengan kesatuan-kesatuan lain, seperti negara
bagian atau protektorat, yang tidak dapat melakukan sendiri hubungan
luar negerinya dan tidak diakui oleh negara lain sebagai anggota masya-
rakat internasional."

Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 merupakan “stepping stone” dalam
perkembangan pembentukan konsep “statehood” modern yang sebelum-
nya hanya mencakup tiga unsur konstitutif, yaitu penduduk, wilayah, dan

¢ Enny Narwati, 2017, “Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Hak Lintas Alur Laut Kepulauan Saat
Konflik Bersenjata”, Disertasi, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

’ David B. Knight, 1992, “Statehood: A Politico-Geographic and Legal Perspective”, GeoJournal, Vol.
28, No. 3, November, h. 312.

8 Enny Narwati, 2017, Loc. cit.

¢ Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, Loc. cit.

1 J.G. Starke, 1989, Introduction of International Law, London: Butterworths, h. 96.

" Ibid.
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pemerintah.’? Namun dalam perkembangannya, ketiga unsur tersebut be.
lum cukup untuk dapat menjadikan negara sebagai sebuah entitas yang
merdeka dan berdaulat. Sehingga diperlukan unsur tambahan lain yaknj
kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara-negara lain.
Boer Mauna menyatakan bahwa substansi Pasal 1 Konvensi Montevideo
1933 sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum internasiona]
akibat perkembangan hubungan antarnegara yang sangat cepat. Sehing-
ga syarat keeinpat konvensi seharusnya lebih tepat apabila digantikan
dengan kedaulatan.” Hal ini dikarenakan, kedaulatan mempunyai arti
sangat penting dan ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan
kemampuan negara untuk melakukan hubungan dengan negara lain yang
disyaratkan oleh konvensi Montevideo 1933.%

2. Kedaulatan Wilayah Darat Menurut Hukum Internasional

Hubungan antara kedaulatan dan wilayah negara digambarkan oleh
Oppenheim yang menegaskan bahwa wilayah merupakan syarat penting
terhadap eksistensi sebuah negara, “a state without territory is not possible.™s
Namun dalam konsep negara modern setelah disahkan konvensi Monte-
video 1933, wilayah yang sangat penting dimilki oleh suatu negara adalah
wilayah darat.!é Selain itu juga oleh Hakim Max Huber dalam kasus Island
of Palmas menyatakan, “sovereignty in relation to a portion of the surface of the
globe is the legal condition necessary for the inclusion of such portion in the ter-
ritory of any particular state.”” Berpijak pada penjelasan tersebut, masing-
masing negara memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri dan dapat
mengeksekusinya secara eksklusif dan penuh hanya di dalam batas wila-
yah tersebut saja. Negara tidak dapat melaksanakan yurisdiksi eksklusif di
luar wilayahnya yang dapat mengganggu wilayah negara lain.

Hal ini sejalan dengan pendapat Oppenheim yang menegaskan bah-
wa kedaulatan sebagai otoritas tertinggi yang merdeka dari otoritas lain,
memiliki aspek-aspek yang berbeda.’® Aspek pertama, kedaulatan adalah

> Boer Mauna, 2005, Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika
Global, Bandung: Alumni, h. 24.

" Ibid.

" Ibid.

' Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, Op. cit., h. 145.

' Douglas Howland and Luise White (Editors), 2009, Loc. cit.

7 Malcolm N. Shaw, 2008, International Law, United Kingdom: Cambridge University Press, h. 489.

' Lassa Francis Lawrence Oppenheim, 1970, Op. cit., h. 286.
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kemerdekaan, baik ke dalam maupun keluar. Kemerdekaan keluar ada-
]Jah menghargai kemerdekaan dari kegiatan di luar batas wilayah, dalam
hubungannya dengan negara lain. Adapun kemerdekaan ke dalam adalah
segala kegiatan yang dilakukan di dalam wilayahnya sendiri. Negara me-
laksanakan kekuasaan tertinggi terhadap semua orang dan segala sesua-
tu di dalam wilayahnya. Aspek kedua, kedaulatan merupakan supremasi
wilayah (dominium atau territorial sovereignty). Aspek ketiga, kedaulatan
itu personal, yang berarti meliputi semua warga negara, termasuk war-
ga negara yang berada di luar wilayahnya (imperium, political sovereignty).
Sehingga dapat dikatakan bahwa negara sebagai badan hukum harus me-
miliki kemerdekaan, wilayah dan personal. Ketiga aspek ini bukan hanya
merupakan hak, tetapi juga diakui dan sebagai perlindungan negara seba-
gai international legal person.”

Supremasi wilayah (territorial sovereignty) atau dalam hukum Romawi
dikenal dengan landeshoheit atau superioritas territorialis merupakan kon-
sep yang dipakai untuk menunjukkan kepemilikan atas sebuah wilayah
dominasi (dominium).? Secara alami, hanya negara (penguasa) yang me-
miliki keistimewaan (privilege) untuk melaksanakan kedaulatan di dalam
wilayah (teritorial) secara penuh.” Selain itu, ]. Lampadius juga menyata-
kan bahwa kedaulatan yang mencirikan supremasi teritorial (landeshoheit)
merupakan kekuatan bebas atas kegiatan pemerintahan tertentu.?

Makna dari supremasi (supremacy) dalam Black’s law adalah sebuah
kondisi di mana negara menjadi supreme (tertinggi) sehingga memiliki ke-
kuatan tertinggi yang diidentikkan dengan kedaulatan.?? Namun penda-
pat berbeda dinyatakan oleh Leibniz, bahwa supremasi atau suprematus
memiliki makna yang berbeda dengan kedaulatan (sovereignty), namun
dalam konsep tradisional, superioritas territorialis (landeshoheit) bermakna
kekuasaan tertinggi/superior dalam sebuah wilayah.

Konsep supremasi wilayah dapat dikatakan berbeda dengan sovereig-

“ Ibid.

* H.H.F. Eulau, 1941, “Theories of Federalism under the Holy Roman Empire", American Political
Science Review, Vol. 35, No. 04, h. 643-664.

' Ibid., lihat juga dalam Otto von Gierke, 1881, Das deutsche Genossenschaftsrecht, Vol. 3: Die Staats
und Korporationslehre des Altertums und des Mittealters und ihre Aufnahme in Deutschland, Berlin:
Verlagsanstalt, h. 141.

2 Ibid., h. 650.

* Henry Campell Black, 1995, Black’s Law Dictionary, ... “The state of being supreme, or in tbe highest
station of power; paramount authority; sovereignty; sovereign power.”

2 H.H.F. Eulau, 1941, Loc. cit.
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nty, namun tanpa adanya supremasi akan wilayah tidak akan ada territo-
rial sovereignty. Doktrin territorial sovereingty yang dipersyaratkan dalam
kedaulatan negara adalah doktrin kepemilikan atau possession (ownership)
atas wilayah darat.® Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedaulatan nega-
ra atas wilayah darat adalah kekuatan yang penuh dan superior berdasar-
kan doktrin kepemilikan (possession), yang lahir dan melekat saat sebuah
negara terbentuk. Akibat hukum dari doktrin tersebut adalah kekuasaan
negara atas land territorial sovereignty merupakan kekuasaan tertinggi/su-
perior yang tidak dapat dikurangi oleh apa pun.

3. Kedaulatan Negara atas Wilayah Laut Menurut Hukum
Internasional

Dalam sejarahnya, prinsip kebebasan bertujuan untuk menjamin ke-
bebasan pelayaran guna kepentingan perdagangan internasional melalui
lautan.? Dalam perkembangannya, kebebasan di laut juga dikemukakan
oleh Grotius dalam Mare Liberum yang diterbitkan pada 1609. Grotius men-
jelaskan bahwa secara alami laut tidak dapat dimiliki oleh negara mana-
pun, “.. for the sea is common to all, because it is so limitless that it cannot beca-
me a possesion of anyone, and because it is adopted for the use of all, whether we
consider it from the point of view of navigation or of fisheries.””

Grotius membedakan antara konsep kedaulatan (imperium) dan ke-
pemilikan (dominium), suatu pembedaan yang sangat fundamental. Suatu
negara dapat berdaulat atas bagian-bagian laut tertentu (imperium), tetapi
pada umumnya tidak memiliki laut (dominium). Menangkap ikan dan ber-
layar merupakan tindakan-tindakan yang bertalian dengan kepemilikan
laut, karena itu tidak dapat dilarang oleh siapa pun.?® Dia berpendapat
bahwa tidak ada hak kepemilikan (imperium) di laut, akan tetapi terdapat
yurisdiksi (pengawasan efektif) atas perairan tersebut dari daratan.? Bagi-
an laut yang tunduk dalam pengawasan efektif negara pantai ini tunduk

5 John C. Duncan Jr., 2012, “Following a Sigmoid Progression: Some Jurisprudential and Pragmatic
Considerations Regarding Territorial Acquisition Among Nation-States”, Boston College International
and Comparative Law Review, Vol. 35, Issue No. 1, h. 1. “Before lands were ‘possessed’ and nation-states
emerged, there was territory.”

2 Yoshifumi Tanaka, 2012, The International Law of the Sea, New York: Cambridge University Press,
h.17.

7 Grotius, dalam Mochtar Kusumaatmaja dan Etty. R. Agoes, 2003, Pengantar Hukum Internasional,
Bandung: Alumni, h. 14.

28 Ibid., h. 17.

29V, Lowe Churchill, 1999, The Law of the Sea, United Kingdom: Manchester University Press, h. 71.
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pada kedaulatan negara, di kemudian hari disebut dengan laut teritorial.

Namun pendapat berbeda dikemukakan Bartolus, bahwa secara alami
Jaut terbagi menjadi dua, yaitu bagian laut yang berada di bawah kedau-
latan negara pantai (laut teritorial) dan di luar itu, bagian laut yang bebas
dari kekuasaan dan kedaulatan negara manapun (laut bebas).®* Penda-
pat yang serupa dikemukakan oleh John Selden dengan ajarannya mare
clausum. Selden menyatakan bahwa tidak ada alasan untuk tidak dapat
memiliki laut dan bahwa Inggris telah secara nyata memiliki (menguasai)
daerah laut yang cukup luas’ Penulis Belanda, Bynkershoek mengemu-
kakan terrae protestas finitur ubi finitur armorum vis yang berarti bahwa
kedaulatan negara berakhir di mana kekuatan bersenjata berakhir. Pada
masa itu jarak tembakan meriam sekitar 3 (tiga) mil laut, sehingga angka
3 (tiga) mil laut inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi negara-negara
dalam mengklaim laut teritorial.3 '

Konferensi 1930 gagal mencapai kesepakatan mengenai lebar laut te-
ritorial yang boleh diklaim oleh negara. Namun demikian, konferensi ini
membawa arti penting bagi perkembangan hukum laut yakni: (a) negara-
negara dapat mengklaim lebar laut yang berada di bawah penguasaannya
lebih dari 3 mil laut; (b) wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan suatu
negara disebut laut teritorial; dan (c) pengakuan right of innocent passage
(hak lintas damai) di laut teritorial. Di dalam laut teritorial, berlaku hak
lintas damai bagi kapal-kapal asing, karena hak untuk berlayar merupa-
kan hak bagi setiap kapal. Selain itu berdasarkan doktrin mare liberum,
pada hakikatnya laut tidak dapat dimiliki oleh negara mana pun. Sebagai
akibat diakuinya doktrin kedaulatan pada laut teritorial sehingga hak un-
tuk berlayar yang melekat pada setiap kapal diwujudkan dalam hak lintas
damai.®

Tahun 1958 diadakan konferensi internasional tentang hukum laut
pertama kali pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958, di Jenewa,
Swiss dan dihadiri oleh 86 negara. Konferensi ini diselenggarakan berda-
sarkan Resolusi Majelis Umum PBB No. 1105 (XI), 21 Pebruari 1957. Konfe-
rensi Hukum Laut I menghasilkan Konvensi-konvensi Jenewa 1958 yang

*® Mochtar Kusumaatmaja dan Etty. R. Agoes, 2003, Op. cit., h. 7.
* Ibid., h. 18.

* Yoshifumi Tanaka, 2012, Op. cit., h. 20.

* Enny Narwati, 2017, Loc. cit.
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terdiri dari empat konvensi: (a) Convention on the Territorial Sea and Con-
tiguous Zone?* (b) Convention on the High Seas;* (c) Convention on Fishing
and Conservation of the Living Resources of the High Seas;** dan (d) Convention
on the Continental Shelf’” Konvensi-konvensi tersebut (tiga konvensi yang
pertama) merupakan kodifikasi dari hukum kebiasaan internasional me-
ngenai laut. Untuk konvensi keempat, ketentuan yang terkandung di da-
lamnya relatif masih baru, karena konsep landas kontinen baru dikenal
pada 1945 melalui Proklamasi Truman. Namun konvensi ini tidak berha-
sil menetapkan lebar laut teritorial yang tunduk pada kedaulatan negara
pantai.’®

PBB kemudian menyelenggarakan Konferensi Hukum Laut II pada
1960 yang diadakan berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 10
Desember 1958.* Konferensi ini bertujuan untuk menetapkan lebar laut
teritorial dan pembatasan perikanan. Akan tetapi, sebagaimana‘yang ter-
jadi pada Konferensi Hukum Laut Internasional I tahun 1958, Konferensi
ini pun tidak berhasil menentukan lebar laut teritorial yang boleh dimiliki
oleh negara pantai. Bahkan, Konferensi ini tidak menghasilkan satu kon-
vensi pun.

Setelah kegagalan pada konferensi sebelumnya, keinginan masyara-
kat internasional mengenai kemungkinan diselenggarakannya konferen-
si internasional hukum laut muncul lagi pada 1967. Pada saat itu, pidato
Duta Besar Malta di PBB, Arvid Pardo, di hadapan Sidang Majelis Umum
PBB, tanggal 1 November 1967, menyampaikan gagasan untuk menjadikan
daerah dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional su-
atu negara sebagai warisan bersama umat manusia (common heritage of
mankind). Konferensi Hukum Laut III dan memulai sidang pertama kali
pada 1973. Dari serangkaian sidang selama sembilan tahun, akhirnya la-
hirlah United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)

34 Convention on the Territorial Sea and Contiguous Zone Convention on the Territorial Sea and Con-
tiguous Zone. Done at Geneva on 29 April 1958. Entered into force on 10 September 1964.United Nations,
Treaty Series, Vol. 516, h. 11, 205.

35 Convention on the High Seas. Done at Geneva on 29 April 1958. Entered into force on 30 September
1962.United Nations, Treaty Series, Vol. 450, h. 11, 82.

36 Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas. Done at Geneva
on 29 April 1958. Entered into force on 20 March 1966.United Nations, Treaty Series, Vol. 559, h. 285.

3 Convention on the Continental Shelf. Done at Geneva on 29 April 1958. Enter into force on 10 June
1964. United Nations Treaty Series, Vol. 499, h. 312-321.

38 V. Lowe Churchill, 1999, Op. cit., h. 15.

3 UN.Doc. A/Res/1307 (XIII) (1958).
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pada 10 Desember 1982. UNCLOS 1982 mulai diberlakukan (entry into force)
pada 16 November 1994, dan Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 mela-
Jui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations
Convention on The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa
tentang Hukum Laut). Substansi UNCLOS 1982 tidak hanya membuat
aturan baru dalam hukum laut, namun juga mengkodifikasikan praktik
hukum kebiasaan internasional dalam hukum laut yang telah dijalankan
oleh negara-negara. Bahkan UNCLOS 1982 telah berubah menjadi sebuah
hukum kebiasaan internasional dalam hukum laut.** Dengan berlakunya
UNCLOS 1982 ini maka secara garis besar pembagian wilayah laut terbagi
menjadi dua jenis yakni: (1) zona-zona laut yang tunduk dalam yurisdik-
si nasional negara pantai; dan (2) zona-zona laut yang berada di luar yu-
risdiksi nasional negara pantai. Adapun zona-zona yang berada di dalam
yurisdiksi negara pantai berbagi menjadi tiga jenis berdasarkan hak atas
wilayah tersebut, yaitu: zona yang berada di bawah doktrin kedaulatan
negara pantai yakni perairan pedalaman, laut teritorial dan perairan ke-
pulauan; zona yang berada di bawah doktrin hak berdaulat negara pantai
(souvereign right) yaitu landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE);
dan zona yang berada di bawah doktrin hak khusus, yakni zona tambahan
yang ditetapkan oleh UNCLOS 1982.

4. Kedaulatan Negara dalam Menata Ruang Wilayah Lautnya

Penataan ruang (spatial planning) merupakan kegiatan perencana-
an pemanfaatan ruang untuk tujuan keberlanjutan. Terminologi spatial
planning pada awalnya ditemukan dalam The European Regional/Spati-
al Planning Charter (Torremolinos Charter 1983). Charter ini merupakan
perjanjian antara negara-negara di Eropa untuk bekerja sama dalam
mengembangkan sistem tata kelola ruang di wilayah negaranya masing-
masing dengan mempertimbangkan keterpaduan perencanaan regional
di pedesaan, perkotaan, perbatasan, gunung dan daerah pesisir dan di pu-
lau-pulau. Namun perjanjian ini juga tidak memberikan definisi dan ba-
tasan mengenai makna dari penataan ruang.

Definisi penataan ruang dijelaskan oleh Healey, bahwa “spatial plan-
ning as a set of governance practices for developing and implementing strategi-

“ J.A. Roach, 2014, “Today’s Customary International Law of the Sea”, Ocean Development and In-
ternational Law, Vol. 45, No. 3, h. 239.
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es, plans, policies and projects, and for requlating the location, timing and form
of development.™ Dalam hukum Indonesia definisi penataan ruang terda-
pat dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang, bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses peren-
canaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan
ruang.“ Berpijak pada penjelasan sebelumnya, dapat dikatakan bahwa pe-
nataan ruang merupakan sebuah metode atau cara yang digunakan oleh
pemerintah/penguasa untuk memanfaatkan ruang di dalam teritorialnya
untuk tujuan tertentu.

Wilayah suatu negara terdiri atas wilayah darat, laut, dan udara.®® Dj
mana berdasarkan konsep territorial sovereignty, ketiga wilayah tersebut
(darat, laut, dan udara) memiliki doktrin yang berbeda. Pelaksanaan ke-
daulatan negara di wilayah darat berbeda dengan kedaulatan negara atas
wilayah laut. Keduanya memiliki sejarah yang berbeda. Kedaulatan nega-
ra atas wilayah darat langsung melekat pada saat negara tersebut lahir
dan telah memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagai negara. Akan tetapi,
kedaulatan atas wilayah laut tidak demikian. Negara yang baru lahir tidak
serta-merta memiliki kedaulatan atas wilayah laut. Kedaulatan tersebut
harus diklaim terlebih dahulu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ke-
daulatan negara atas wilayah laut bukan secara alami merupakan bagi-
an dari negara saat negara itu lahir, akibatnya wilayah laut merupakan
wewenang negara pantai namun bukan berdasarkan doktrin kepemilikan
(possession/ownership).

Prinsip kedaulatan negara menuntut adanya penguasaan yang me-
nyeluruh atas wilayah laut dan dapat melarang negara lain untuk mela-
kukan kegiatan pada wilayah laut yang tunduk pada kedaulatan negara.
Prinsip kedaulatan negara atas wilayah laut muncul setelah negara me-
nyadari bahwa laut dapat digunakan untuk berbagai macam kepentingan,
terutama pelaksanaan netralitas. namun secara tradisional, kedaulatan
negara akan laut tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya. Perkembangan
hukum laut internasional diwarnai oleh dua hal, yaitu prinsip kebebasan

4 p. Healey, 1997, The Revival of Strategic Spatial Planning In Europe In Making Strategic Spatial
Plans, London: UCL Press, h. 3-19. Lihat juga dalam Ransford A. Acheampong, 2018, “The Concept
of Spatial Planning and the Planning System”, dalam buku Spatial Planning in Ghana: Origins, Con-
temporary Reform and Practices and New Perspectives, New York: Springer Publising Company, h. 15.

# Lihat Pasal 1 angka 5 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007.

4 Lihat Pasal 1 Geneva Convention 1958.
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di laut dan prinsip kedaulatan negara.* Akan tetapi pelaksanaan prinsip
kebebasan bagi negara lain juga terbatas berdasarkan UNCLOS 1982.

Pengaturan Hukum Internasional tentang kedaulatan negara atas wi-
layah laut ini secara tradisional didominasi pertentangan antara prinsip
kebebasan dan prinsip kedaulatan sebagaimana R.J. Dupuy yang menya-
takan: “The sea has always been lashed by two major contrary winds: the wind
from the high seas towards the land is the wind of freedom; the wind from the
land toward the high seas is the bearer of sovereignties. The law of the sea has
always been in the middle between these conflicting forces.”* Berdasarkan Pa-
sal 2 UNCLOS 1982, kedaulatan negara atas wilayah laut ini, bagi negara
kepulauan seperti Indonesia, meliputi perairan pedalaman, laut teritorial
dan perairan kepulauan. Akibat hukum substansi konvensi, maka negara
memiliki kekuasaan penuh melakukan perencanaan pemanfaatan wila-
yah yang berada di bawah kedaulatannya, meskipun terdapat pembatasan
seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.

UNCLOS 1982 telah menegaskan bahwa negara dapat menguasai wi-
layah laut (zona-zona maritim) dalam bentuk kedaulatan, hak khusus dan
hak berdaulat. Kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wila-
yah laut tidak mempersyaratkan bahwa negara harus memiliki kedaulat-
an penuh seperti halnya di laut. Praktik yang telah dilakukan oleh negara-
negara bahkan telah memperluas perencaaan tata ruang laut wilayahnya
sampai pada zona ekonomi ekslusif dan landas kontinen.“ Sebagai contoh
Jerman memiliki rencana tata ruang untuk zona ekonomi eksklusif-nya
untuk mengoptimalkan eksplorasi dan keberlanjutan sumber daya alam-
nya.?’

4.1 Perairan Pedalaman

Perairan pedalaman meliputi wilayah pelabuhan, perairan yang ber-
ada di sebelah dalam suatu teluk, delta maupun mulut sungai. Atas per-
airan pedalaman ini berlaku kedaulatan negara pantai sama seperti ke-

" Yoshifumi Tanaka, 2012, Op. cit., h. 16.
"' R.J. Dupuy, dalam Yoshifumi Tanaka, Loc. cit. :
** Nicole Schaefer and Vittorio Barale, 2011, “Maritime Spatial Planning: Opportunities & Challenges
In The Framework of the EU Integrated Maritime Policy”, Journal of Coastal Conservation, Vol. 15, No.
2,June, h. 237-245.
_“ Lihat dalam Stephen Jay, 2017, “Marine Spatial Planning: Assessing net benefits and improving
effectiveness”, Issue Paper, GGSD Forum: Greening the Ocean Economy, 21-22 November OECD Paris.
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daulatan negara di wilayah daratan. Berdasarkan Pasal 18 UNCLOS 1982,
di dalam perairan pedalaman tidak diakui adanya kebebasan yang dina-
makan lintas ataupun innocent passage.*® Akses lintas untuk perairan pe-
dalaman hanya untuk lintasan keluar masuk fasilitas pelabuhan negara
pantai saja. Berpijak pada pasal tersebut, negara memiliki kekuasaan
penuh untuk mengelola, memanfaatkan, bahkan untuk melarang kapal
asing masuk ke dalam wilayah perairan pedalaman tanpa melanggar ke-
tentuan hukum internasional. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum
internasional mengakui bahwa jenis kedaulatan negara atas zona laut ini
‘bersifat dominium (possession) seperti halnya kedaulatan negara atas wi-
layah darat yakni territorial sovereignty. Akibat hukumnya adalah nega-
ra memiliki kekuasaan penuh untuk membuat rencana tata ruang yang
berada dalam perairan pedalamannya, seperti pembangunan pelabuhan,
bendungan, dan sarana/fasilitas yang dibuat untuk kepentingan sepihak

negara pantai.

4.2. Laut Teritorial

Laut teritorial merupakan wilayah laut yang berbatasan dengan garis
pangkal (baseline). Kedaulatan negara pantai atas wilayah laut teritorial
bersifat vertikal, mulai dari wilayah udara di atas laut teritorial, perairan,
serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Akan tetapi kedaulatan negara
atas laut teritorial tidak seluas kedaulatan atas perairan pedalaman dan
wilayah daratan. Di laut teritorial, kapal-kapal negara asing mempunyai
hak untuk melintas tanpa diganggu oleh negara pantai.*® Pengakuan atas
hak lintas kapal asing merupakan manifestasi pengakuan sifat alami laut
yang bebas. Sehingga kedaulatan atas wilayah laut dibatasi oleh hak ne-
gara lain untuk melakukan lintas.s' Sehingga secara yuridis wewenang
negara untuk melakukan penataan ruang pada wilayah laut teritorial
seharusnya masih sangat luas. Hal ini dikarenakan lintas (passage) yang
dipersyaratkan oleh UNCLOS 1982 adalah continuous and expeditious,”* ya-
itu langsung dan terus-menerus tanpa tujuan untuk berhenti (membuang
jangkar), kecuali terdapat force majeur. Jaminan hak lintas (lintas damai)

48 ihat Pasal 18 ayat (1) UNCLOS 1982.
9 Lihat Pasal 18 ayat (2) UNCLOS 1982.
50 Lihat Pasal 17 UNCLOS 1982.
5! Lihat Pasal 18 UNCLOS 1982.
sz Ljhat Pasal 18 ayat (2) UNCLOS 1982.
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yang diberikan oleh hukum internasional, untuk semua wilayah laut te-
ritorial tanpa terkecuali. Namun bukan berarti karena negara menghor-
mati hak lintas sehingga negara tidak dapat membuat perencanaan dalam
bentuk fasilitas, bangunan ataupun pulau buatan di laut teritorial yang
kemungkinan dapat menghalangi lintas. Karena berdasarkan Pasal 19 dan
21 UNCLOS 1982, kewajiban negara pantai adalah menjamin keselamatan
lintas untuk tujuan pencegahan tabrakan kapal,” kerusakan fasilitas ka-
bel,* atau fasilitas pelayaran lainnya. Sehingga adanya hak lintas kapal
asing ini seharusnya tidak mengurangi hak negara pantai untuk melaku-
kan perencanaan tata ruang atau bahkan mengalihfungsikan manfaat
peruntukkan ruang di dalam laut teritorial.

4.3. Perairan Kepulauan

Perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982 adalah perairan yang ber-
ada di sebelah dalam dari garis pangkal kepulauan yang menghubungkan
pulau-pulau atau kepulauan yang menjadi bagian dari wilayah suatu ne-
gara kepulauan.®® Berdasarkan UNCLOS 1982, status perairan kepulauan
hampir sama dengan laut teritorial, yaitu berlaku kedaulatan negara ke-
pulauan, hanya saja atas perairan kepulauan selain terdapat hak lintas da-
mai bagi kapal asing, juga terdapat hak lintas alur laut kepulauan.

UNCLOS 1982, secara khusus mengatur tentang kedaulatan negara
atas perairan kepulauan, dalam Pasal 49 ayat (1) yang menegaskan bah-
wa the sovereignty of an archipelagic state extends to the waters enclosed by
the archipelagic baselines drawn in accordance with article 47, described as
archipelagic waters, regardless of their depth or distance from the coast. Berda-
sarkan pasal tersebut, kedaulatan negara kepulauan diperluas sampai per-
airan yang berada di dalam garis pangkal kepulauan, yang dikenal dengan
perairan kepulauan, tanpa mempertimbangkan kedalaman dan jarak dari
pantai. Ketentuan Pasal 49 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut seakan memberi-
kan angin segar kepada negara kepulauan, bahwa negara mempunyai ke-
daulatan penuh atas perairan kepulauan. Namun ternyata UNCLOS 1982
mewajibkan negara kepulauan untuk memberikan hak lintas bagi kapal

* Lihat Pasal 21 ayat (4) UNCLOS 1982.
5 Lihat Pasal 1 huruf ¢ UNCLOS 1982.
% Lihat Pasal 49 ayat (1) dan (2) UNCLOS 1982.
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asing, yang dikenal dengan hak lintas alur laut kepulauan.’*® Hak lintag
alur laut kepulauan ini merupakan hak pelayaran dan penerbangan, dj
mana negara kepulauan tidak boleh menghambat atau menghalangi hak
lintas tersebut.”’ Jadi, kedaulatan atas wilayah perairan kepulauan diky-
rangi dengan hak lintas alur laut kepulauan.

Ketentuan UNCLOS 1982 mengenai hak lintas alur kepulauan tersebyt
merupakan hasil dari kompromi sebagai akibat diberikannya kedaulatan
bagi negara kepulauan atas perairan kepulauan. Kompromi tersebut dila-
kukan dalam rangka menjembatani kepentingan negara-negara penggu-
na lautan, yang sebagian besar adalah negara-negara maju dengan kepen-
tingan negara pantai, yang kebanyakan merupakan negara yang sedang
berkembang. Negara maju menginginkan seminimal mungkin pembatas-
an diberlakukan dalam kegiatan-kegiatan di laut, sedangkan negara ber-
kembang ingin mempunyai kewenangan yang lebih untuk dapat meman-
faatkan lautan.

4.4 Zona Tambahan

Zona tambahan merupakan suatu zona buffer peralihan dari laut te-
ritorial yang tunduk pada kedaulatan negara pantai dan laut bebas yang
berlaku asas kebebasan di laut (freedom of the sea). Terhadap zona tambah-
an ini negara pantai tidak lagi mempunyai kedaulatan, tetapi negara pan-
tai masih diperbolehkan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelang-
garan-pelanggaran bea cukai, fiskal, saniter dan imigrasi yang dilakukan
oleh kapal asing.’® Sehingga perencanaan tata ruang pembangunan fasili-
tas-fasilitas untuk melaksanakan hak tersebut dapat dimungkinkan, se-
misal pulau buatan untuk karatina kesehatan bagi kapal atau awak kapal
asing yang diduga dapat membahayakan kepentingan saniter atau imigra-
si negara pantai. Meskipun negara memiliki yurisdiksi untuk melakukan
penataan ruang zona tambahan, namun hak yang dimiliki negara pantai
bukan dalam bentuk kedaulatan, namun hak-hak khusus tertentu (terba-
tas pada hak-hak dalam Pasal 33 UNCLOS 1982) yang secara tegas telah di-
berikan oleh hukum internasional.

% Lihat Pasal 53 UNCLOS 1982.
5 Lihat Pasal 53 ayat (3) jo. Pasal 44 UNCLOS 1982.
% Lihat Pasal 33 UNCLOS 1982.
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4.5 Zona Ekonomi Eksklusif

Kewenangan negara atas Zona Ekonomi Eksklusif meliputi hak ber-
daulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan penge-
lolaan sumber kekayaan alam, yang meliputi perairan di atas dasar laut,
dasar laut dan tanah di bawahnya. Kewenangan yang lain adalah member-
lakukan yurisdiksi dalam hal pembuatan dan pemakaian pulau buatan,
riset ilmiah kelautan dan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.
Pasal 58 menegaskan bahwa di luar kewenangan negara yang telah disebut
dalam pasal sebelumnya, maka bagi semua negara, baik berpantai mau-
pun tidak berpantai, berhak menikmati kebebasan pelayaran dan pener-
bangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan peng-
gunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang berkaitan
dengan pengoperasian kapal, pesawat udara dan kabel serta pipa bawah
laut. Dengan kata lain, perencanaan tata ruang yang dibuat oleh negara
pantai haruslah dibuat berdasarkan tujuan tesebut. Sehingga kewenangan
negara untuk melakukan penataan ruang dimungkinkan untuk diperle-
bar sampai pada Zona Ekonomi Eksklusif.

4.6 Landas Kontinen

Landas kontinen merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif,
yang khusus meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya.®* Karena meru-
pakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif, maka segala ketentuan yang
ada di Zona Ekonomi Eksklusif secara otomatis berlaku juga dilandas kon-
tinen, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam pengaturan mengenai
landas kontinen. Hak negara pantai untuk melakukan perencanaan tata
ruang juga berlaku seperti halnya di Zona Ekonomi Eksklusif.

III. PENUTUP

Pelaksanaan kedaulatan negara di wilayah darat (superioritas territo-
rialis) berbeda dengan kedaulatan negara atas wilayah laut. Kedaulatan
negara atas wilayah darat langsung melekat pada saat negara tersebut la-
hir dan telah memenuhi unsur-unsur konstitutif sebagai negara. Namun
kedaulatan atas wilayah laut harus diklaim terlebih dahulu. Hal ini dikare-

* Lihat Pasal 76 UNCLOS 1982.
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nakan secara alami wilayah laut tidak dapat dimiliki berdasarkan doktrin
kepemilikan (possession) dan terdapat hak negara lain akan lintas (passage)
yang dijamin oleh UNCLOS 1982.

Sejak diberlakukan pada 1994, secara tegas UNCLOS 1982 membagi wi-
layah laut dalam zona-zona maritim yang memiliki doktrin/rezim hukuncf
yang berbeda, yakni: pertama, zona yang berada di bawah doktrin kedau-
latan negara pantai, yaitu perairan pedalaman dan laut teritorial; kedua,
zona yang berada di bawah doktrin hak berdaulat negara pantai (sovereign
right), yaitu zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen; dan ketiga, zona
yang berada di bawah doktrin hak khusus yaitu zona tambahan. Praktik
yang telah dilakukan oleh negara-negara bahkan telah memperluas peren-
canaan tata ruang laut wilayahnya sampai pada zona ekonomi eksklusif
dan landas kontinen. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bah-
wa kekuasaan negara dalam melakukan penataan ruang wilayah laut ti-
dak mempersyaratkan negara harus memiliki kedaulatan penuh seperti
halnya di darat. Akan tetapi adanya perbedaan doktrin/rezim hukum yang
berlaku di suatu kawasan laut menjadikan wewenang negara juga terbatas
berdasarkan hukum internasional yang berlaku. Seperti pada zona-zona
maritim yang tunduk pada hak khusus dan hak berdaulat (sovereign rights)
yang diberikan oleh hukum internasional (bukan kedaulatan), wewenang
penataan ruang negara pantai sangat terbatas. Bahkan pada laut teritorial
yang berada di bawah kedaulatan negara pantai, masih adanya pembatas:
an yakni hak lintas kapal asing.
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